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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR25TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 78 TAHUN 

2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI  

KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

  

 

Menimbang   :  a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan kebijakan 

Pendekatan Keluarga dalam pelaksanaan kegiatan yang 

bersumber dari dana dekonsentrasi di provinsi, perlu 

dilakukan penyesuaian menu penggunaan dana 

dekonsentrasi; 

b. bahwa Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi 

Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2017telah 

ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

78 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan 

Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun 

Anggaran 2017, namun belum memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan 

atasPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2016 

Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 

www.peraturan.go.id



2017, No.591 -2- 

Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 

2017; 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
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Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5607); 

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5948); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4663);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4816); 

13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 253); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuansebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang 
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Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 660); 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842); 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1508); 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2016 

Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 

Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 

2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 166); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 

KESEHATAN NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK 

TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI 

KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Bab III Lampiran I Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis 

Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan 

Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 166), diubah sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal II 

Peraturan  Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

penempatannnya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  21 Maret 2017 

 

MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

NILA FARID MOELOEK 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal  18 April 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

              ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

Plt. Kepala Biro Hukum 

dan Organisasi 

Kepala Biro 

Perencanaan dan 

Anggaran 

Sekretaris Jenderal 

Kementerian Kesehatan 

Tanggal  Tanggal  Tanggal  
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